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MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 
REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang a. bahwa dalam rangka mewujudkan birokrasi yang 
bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang 
prima di lingkungan Kementerian Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak, perlu 
melaksanakan pembangunan zona integritas menuju 
wilayah bebas dan korupsi dan wilayah birokrasi bersih 
dan melayani; 

b. bahwa untuk memperoleh predikat wilayah bebas dani 
korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, 
perlu menetapkan satuan kerja yang memenuhi kriteria 
untuk melaksanakan pembangunan zona integritas; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Keputusan Menteri Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Penetapan 
Satuan Kerja Sebagai Pelaksana Pembangunan Zona 
Integritas Menuju Wilayah Bebas dan Korupsi dan 
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan 
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak; 

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang 
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 133) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 
2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden 
Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian 
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Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 15); 

2. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887); 

3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2021 tentang Road 

Map Reformasi Birokrasi Kementerian Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 

155); 
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang 

Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju 
Wilayah Bebas dan i Korupsi dan Wilayah Birokrasi 

Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 
PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PENETAPAN SATUAN 

KERJA SEBAGAI PELAKSANA PEMBANGUNAN ZONA 

INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI 

DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI 
LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN 
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK. 

KESATU : Menetapkan satuan kerja di lingkungan Kementerian 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk 

melakukan pembangunan zona integritas menuju wilayah 
bebas dan i korupsi dan wilayah bebas birokrasi bersih 

melayani. 

KEDUA : Satuan kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU 
meliputi: 

a. Deputi Bidang Kesetaraan Gender; 
b. Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak; 

c. Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan; 

d. Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak; dan 
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e. Komisi Perlindungan Anak Indonesia. 

KETIGA Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan 
Menteri ini dibebankan pada Daftar lsian Pelaksanaan 
Anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak. 

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 
ditetapkan. 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 18 Januari 2023 
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